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ABSTRAK :

CATATAN :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 395 ayat (1), Pasal 400 ayat (1), Pasal 404 ayat
(1), dan Pasal 408 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu
menetapkan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun
2017.

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Penyampaian dan Penerimaan Hasil Penghitungan Suara;
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan, Persiapan,
Penyusunan Jadwal Rapat, Pembagian Tugas, Penyiapan Perlengkapan,
Pelaksanaan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian
Keberatan; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Luar Negeri
Oleh PPLN, Persiapan, Penyusunan Jadwal Rapat, Pembagian Tugas,
Penyiapan Perlengkapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan; Rekapitulasi hasil Penghitungan
Perolehan Suara Di kabupaten/Kota, Persiapan, Penyusunan Jadwal,
Pembagian Tugas, Penyiapan Perlengkapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan; Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Di Provinsi, Persiapan, Penyusunan Jadwal,
Pembagian Tugas, Penyiapan Perlengkapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan; Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional, Persiapan, Penyusunan
Jadwal, Pembagian Tugas, Penyiapan Perlengkapan, Pelaksanaan, Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penyelesaian Keberatan; Rekapitulasi
hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang; Perselisihan Hasil Pemilu;
Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 29 Januari 2019.

Lampiran 1231 Halaman.



